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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Analisis
Figh Siyasah terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan, yang pertama tentang
bagaimana kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua tentang bagaimana analisis Figh Siyasah
terhadap Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Data penelitian dihimpun melalui teknik library research dengan
pendekatan statue approach yaitu menelaah peraturan perundangan-undangan
yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini dan pendekatan conceptual
approach yang bersumber dari perkembangan doktrin dalam ilmu hukum yang
memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Teknik analisis dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah diketahuinya kewenangan dewan pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengawasi kinerja dari Komisi
Pemberantasan ~ Korupsi;  memberikan  izin  atau  tidak  mengenai
penyadapan,penyitaan, dan penggeledahan; menyusun dan menetapkan kode etik
pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi; menerima laporan masyarakat
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik; menyelenggarakan sidang kode
etik; dan mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konsep
Figh Siyasah terdapat lembaga yang fungsinya menyerupai dewan pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Wilayah al-Hisbah. Kedua lembaga
tersebut menjalankan prinsip al-amr bi al-ma 'ruf wa an-nahy ‘an al-munkar, yang
dijelaskan lebih lanjut di dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 104.

Dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar merevisi ulang
kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai
terlalu berlebihan dan membuat adanya pelemahan dari lembaga Komisi
Pemebetantasan Tindak Pidana Korupsi, atau membatalkan Undang-Undang
Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi melewati jalur Mahkamah Konstitusi
dan kembali menggunakan Undang-Undang Komisi Pemberanatasan korupsi
terdahulu.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Philipus M. Hadjon, dalam satu tulisannya, mengawali
pembahasannya dengan mengutip tulisan D.H Meuwissen, bahwa Hukum
Tata Negara (klasik) lazimnya mengenai dua pilar Hukum Tata Negara,
yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara diatur
bentuk negara dan sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan
negara atau alat perlengkapan negara. Apakah yang dimaksud dengan alat
perlengkapan negara itu? Untuk mengetahui apa saja yang merupakan alat
perlengkapan negara Lord James Brys dalam buku yang berjudul “Studies
in History and Jurisprudence” mengatakan bahwa:

“Constitutions is a frame of political society, organized whrough
and by law, one in which law has estabilished permanent institutions,
which recgnized functions and define rights”

Dari rumusan tersebut, maka dapatlah disimpulkan dalam
konstitusi  diatur lembaga-lembaga yang permanen (permanent
institutions) yang mempunyai berbagai fungsi, yaitu fungsi legislatif,
fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial.!

Dalam tradisi negara demokrasi, telah dikenal tiga pilar pemegang
mandat kekuasaan negara, yaitu kekuasaan pemerintahan (eksekutif),
kekuasaan perundangan (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Meski dalam implementasinya di berbagai negara dapat ditemukan

1Titik Triwulan Tutik,Konsruksi Hukum Tata Negra Indonesia Pasca — Amandemen UUD
1945 ,(Jakarta: Kencara, 2010), h. 175-176



berbagai fariasi dan bentuknya, ada yang menggunakan pola pemisahan
kekuasaan (separation of power), ada yang menggunakan pembagian
kekuasaan (deviation of power), selain itu ada yang menggunakan pola
convergence (campuran). Dari berbagai variasi dan pola tersebut untuk
menjalankan kekuasaan negara, ternyata tidak ditemukan pola yang paling
unggul. Realitas tersebut menandakan bahwa dalam penyelenggaraan
negara tidak semata-mata ditentukan oleh tiga pilar kekuasaanbesar itu,
tetapi lebih dipengaruhi oleh budaya politik dan budaya demokrasi dari
negara yang bersangkutan.?

Dalam perkembangan negara demokrasi sekarang, diberbagai
belahan dunia dapat ditemukan perkembangan menarik mengingat pilar
kekuasaan negara ternyata tidak hanya bertumpu pada konsep “trias
politica” saja sebagai “state primery institution” (kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif), tetapi ada keperluan untuk menyelenggarakan
kekuasaan lainya yaitu kekuasaan bidang perbantuan (state auxiliary
institution) yang bersifat konsultatif, pertimbangan atau kepenasehatan
(“konsultative power”) dan pengawasan (“examinative power”).>

Berkaitan dengan alat perlengkapan negara tersebut, apabila kita
hubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan 4
(empat) kekuasaan dan 1 (satu) lembaga bantu Negara Bantu dengan 8
(delapan) lembaga negara sebagai berikut: Pertama, Kekuasaan Legislatif,

yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas: (1)

2Zulkarnain dkk, Komisi Pengawas Penegak Hukum,(Malang:kerjasama Malang Corruption Watch
dan Yappika,2007),h. 1-2
3Sadjijono, Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance),(Yogyakarta:Laksbang,2005), h. 89



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (2) Dewan Perwakilan Daerah
(DPD); Kedua, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif, yaitu
Presiden, dan Wakil Presiden; Ketiga, Kekuasaan Kehakiman (Yudisial),
meliputi: (1) Mahkamah Agung (MA); (2) Mahkamah Konstitusi (MK);
Keempat, Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK); Kelima, Lembaga Negara Bantu (the state auxiliary
body), yaitu Komisi Yudisial (KY).*

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas
membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif,
eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR
dan DPD, presiden dan wakil presiden, serta Mahkamah agung (MA),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK)
sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs,
principal state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud inilah yang
secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan
negara yang utama (main state functions, principal state functions),
sehingga lembaga-lembaga negara ini pula yang dapat disebut sebagai
lembaga negara utama (main state organs,principal state organs, atau
main state institutions) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat
oleh prinsip “check and balances”.

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau

yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti yang dimaksud di

Titik Triwulan Tutik,Konsraksi Hukum Tata Negra Indonesia Pasca — Amandemen UUD
1945 (Jakarta: Kencara, 2010), h. 176



atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang
bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara,
Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umun, dan
Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, pengaturan lembaga-lembaga
tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan
lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 ini, termasuk
Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi)
negara sebagai lembaga utama (main organs). Misal, komisi yudisial
sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu dari fungsi
kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan
kata lain, bahwa lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas melayani
atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga
negara utama sebagaimana disebutkan di atas, yang dalam ketatanegaraan
disebut dengan state auxiliary bodies (lembaga negara yang melayani).
Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga yang
termasuk auxiliary body, tetapi di luar UUD berkembang auxiliary bodiy
tanpak kendali. Berdasarkan pendapat Asimov, komisi negara dapat
dibedakan dalam dua kategori: Pertama, komisi negara independen, yaitu
organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya
berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislative maupun yudisial,
namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya; Kedua, komisi

negara biasa (state commissions), yaitu komisi negara yang merupakan



bagia dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peran yang
terlalu penting.’

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian
yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya termasuk di Negara
Indonesia®. Di Negara Indonesia, korupsi disebut sebagai suatu kejahatan
luar biasa (extraordinary crime),

”Hal ini berdasarkan konsideran menimbang dari Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, dilakukan secara meluas,
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,
sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa’.

Gejala korupsi sendiri di Indonesia terlihat pada masa awal
kemerdekaan, tidak terlihat jelas namun ciri-ciri kegiatan ke arah
penyelewengan yang merupakan perbuatan merugikan kekayaan dan
perekonomian negara Indonesia. Istilah korupsi mulai dan sangat

mencemaskan. Pada masa itu istilah korupsi menjadi sangat terkenal

dalam masyarakat, dan terasa sangat mencemaskan.Sementara itu

STitik Triwulan Tutik, Ismu Gunardi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukm Peradilan
Tata Usaha Negara Indonesia,(Jakarta: Kencana, cet II, 2014), h. 61-63

6 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, cet.Ill, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15
"Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tidak dapat berbuat banyak
untuk membahas gejala baru yang dinamakan oleh masyarakat korupsi.®
Menurut Adnan Buyung Nasution, korupsi yang sudah terjadi secara
sistematis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang
merugikan keuangan negara melainkan juga merupakan satu pelanggaran
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).’

Secara etimologis, korupsi berasa dari kata “korup” yang berarti
buruk, rusak, dan busuk. “Korup” juga berarti dapat disogok (melalui
kekuasaan untuk kepentingan pribadi.!® Korupsi juga disebutkan berasal
dari bahasa latin corrumpere dan corruptio yang berarti penyuapan dan
corruptore yang berarti merusak'!.

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau
orang lain. Hal ini akan mengakibatkan kerugian terhadap negara karena
dana yang sudah dianggarkan tidak dapat dialokasi sesuai kebutuhan.
Secara luas masyarakat juga akan mengalami dampaknya!'2,

Bila dilihat di dalam Black’s Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh
Andi Hamzah, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak

dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya

8 Elwi Danil, Korupsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014) h.28.

? Adnan Buyung Nasution, Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

(Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Trisakti, 2002), h. 2- 5.

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1998), h.257.

' Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika : 2014 ) h. 8

12 Ibid



untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang
lain.Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.'*Dalam
Kamus Bahasa Indonesia kata ,,korupsi® diartikan sebagai perbuatan yang
buruk seperti penggelapan uang , penerimaan uang sogok dan
sebagainya.!’

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen
yang berdiri sejak tahun 2003. Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri
karena budaya korup yang sudah menjalar di berbagai lini penyelenggara
Negara, tak terkecuali terhadap kepolisian dan kejaksaan, sehingga korupsi
di Indonesia telah mengakar dan membudaya.'Lahirnya Komisi
Pemberantasan Korupsi dikarenakan lemahnya penegakan hukum Komisi
Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan
kewenangan yang ada sebelumnya Penjelasan undang-undang
menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger
mechanisme, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya
pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya

menjadi lebih efektif dan efisien.!”

13 Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi (Pena Multi Media, 2008), h. 2

14 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4-5

15 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,

h. 6.

16 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung:
PT Refika Aditama, 2009), h.20.

17

https://www .kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi, Diakses pada

tanggal 04 Maret 2020 pada waktu 19.17



Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi
terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor
terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.'®

Dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya, tercatat Komisi
Pemberantasan Korupsi selama perjalanannya telah menuliskan tinta
emasnyadengan menyelamatkan keuangan Negara, baik secara preventif
maupun refresif.Paling tidak tingkat kepuasan masyarakat terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi cukup memuaskan, dan telah banyak
pelaku-pelaku pidana korupsi yang diadili dan dipidanakan serta
menyelamatkan miliar rupiah aset Negara. '

Latar berlakang perubahan Undang-Undang KPK yaitu perlunya
lembaga pengawas yang mengawasi jalannya suatu lembaga negara
khususnya KPK. Menurut Yusril Thza Mahendra, perlu ada lembaga
pengawasan terhadap KPK dikarenakan pengawasan suatu lembaga negara

merupakan hal yang mutlak®®. Sedangkan menurut Jusuf Kalla, lembaga

pengawas bisa meningkatkan kinerja KPK. Menurutnya dengan adanya

18 Ibid

1% Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi edisi kedua,
(Jakarta: Sinar grafika, 2010). h.19

20 Dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/1246593/revisi-uu-kpk-yusril-ihza-anggap-perlunya-
pengawasan-internal, diakses pada 05 Maret 2020 pada 22.38



lembaga pengawasan ini diharapkan dapat memastikan bahwa segala
prosedur berjalan dengan baik?!.

Perlunya dibentuk Dewan Pengawas KPK salah satunya terkait
permasalahan mengenai pelanggaran kode etik Pegawai KPK, seperti pada
kasus Ketua KPK yang memiliki gaya hidup mewah, yakni saat
melakukan kunjungan pribadi menggunakan helikopter milik perusahaan
swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah. Ketua KPK tidak
mengindahkan kewajiban menyadari sepenuhnya sikap dan tindakan selalu
melekat karena sebagai insan komisi sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1)
huruf n dan Pasal 8 ayat (1) huruf f PERDEWAS No. 02 Tahun 2020.
Atas putusan tersebut, Dewan Pengawas menjatuhkan hukuman teguran
tertulis.??

Pengertian Dewan pengawas menurut istilah berasal dari kata
“dewan” dan “pengawas”. Arti kata dewan adalah majelis atau badan yang
terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat,
memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.?
Sedangkan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan?®*. Jadi
yang dimaksud dewan pengawas KPK adalah suatu badan internal KPK

yang bertugas untuk mengawasi jalannya aktifitas KPK.

2l Dikutip dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20190910214919-4-98499/jk-buka-bukaan-
soal-alasan-di-balik-pentingnya-revisi-uu-kpk, diakses pada 05 Maret 2020 pada 22.38

22Dikutip dari https://nasional.tempo.co/amp/1389618/dewan-pengawas-kpk-nyatakan-firli-bahuri-
bersalah-soal-helikopter-mewah, diakses pada 01 Oktober 2020 pada 11.06

2 Dikutip dari https:/lektur.id, diakses pada 05 Maret 2020 pada 23.16

24 Dikutip dari https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82, diakses pada 05
Maret 2020 pada 23.21
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Pengertian Figh siyasah adalah hal ikhwal yang mempelajari seluk
beluk pengaturan urusan umat dan bernegara dengan segala bentuk
hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar agama dan ruh syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umum.?>Sebagai bidang ilmu ketatanegaraan
dalam islam, Figh Siyasah antara lain memperbincangkan tentang sumber
kekuasaan, apa dasarnya, dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan tersebut,
menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya dan kepada siapa
pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya?®S.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (al-qada)
terbagi dalam 3 Wilayah, yaitu Wilayah al-Mazalim, Wilayah al-Qada,
dan  Wilayah al-Hisbah*’Wilayah al-Hisbah adalah suatu tugas
keagamaan, masuk ke dalam bidang amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini
merupakan tugas fardlu yang harus dilaksanakan penguasa. Oleh
karenanya, penguasa harus mengangkat orang-orang yang dipandang
cakap untuk tugas ini.?®

Dasar pendirian lembaga ini yaitu di Al-Qur’an Surah Ali Imron

ayat ke 104 yang berbunyi:

—
°
1%
‘o
A
o
°

z

LAy Sl 3 O3y waally Sy AT ) 0,8 B 1Sl (S

25]. Sayuthi Pulungan, Figh Siyasah (Ajaran Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta : Ombak,
2014), h. 28

?Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2001), h. 4

27 Hasbi Asshiddigie, Peradilan dan Hukum Acara Islam,(Semarang:Pustaka Rizki Putra,1997),h.

92

28 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,(Jakarta:Gema Insani,2003),h. 57
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah
dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Surah Ali
Imron: 104)%

Menurut al-Mawardi, Hisbah adalah ‘“memerintah berbuat
kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang
kemunkaran jika ada tanda- tanda bahwa kemunkaran itu dikerjakan’°.
Oleh karenanya, menurut teori al- Mawardi, Hishah merupakan salah satu
bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.
Orang yang menjalankan tugas itu disebut Muhtasib atau Wali Hisbah atau
Nazir fi’l-Hisbah.>!

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 merupakan lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif sebagaimana tercantum di Pasal 3 Undang-Undang
tersebut. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan pada
konsideran menimbang bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani
perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga
masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan

kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2 Al-Qur’an dan Terjemahannya

®lmam Al Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, terjemahan Fadli Bahri,(Jakarta:Darul
Falah,2006), h. 398

3INur Mufid, Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah Karya Al-
Mawardi, h. 63
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Beberapa tugas dan kewenangan lembaga pengawas

yang

kedudukannya sama dengan Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK | Komisi Kepolisian | Komisi Kejaksaan
Nasional

Melakukan Melakukan pengawasan | Melakukan

pengawasan terhadap | terhadap kepolisian pengawasan

KPK terhadap jaksa

Memberikan izin atau

tidak terhadap

penyadapan,penggeled | - | T

ahan dan penyitaan

Menerima dan | Meneima saran dan | Menerima  laporan

menindaklanjuti keluhan mengenai | terhadap perilaku

laporan dugaan | kinerja kepolisian pegawai kejaksaan

pelanggaran etik

Membuat laporan | Menyampaikan kinerja | Membuat  laporan

pelaksanaan tugas dan | kepolisian kepada | yang berkaitan

menyampaikan kepada | Presiden dengan  kejaksaan

Presiden dan kinerja jaksa dan
menyampaikannya
kepada Jaksa Agung
dan Presiden
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Jika dilihat dari kewenangan dewan pengawas kedua lembaga
negara yang kedudukannya sama dengan KPK, seperti Komisi Kepolisian
Nasional sebagai dewan pengawas kepolisian; dan Komisi Kejaksaan
sebagai dewan pengawas kejaksaan, maka kewenangan dewan pengawas
KPK lebih besar dibandingkan dewan pengawas lembaga negara dibawah
eksekutif lainnya.

Kewenangan dari ketiga lembaga negara dibawah eksekutif
tersebut sebagian besar hampir sama, yaitu melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap lembaga negara masing-masing, tetapi pada dewan
pengawas KPK ditambahkan satu kewenangan lain disamping
menjalankan fungsi pengawasan. Kewenanga Dewan Pengawas KPK jika
dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab VA Pasal 37B Ayat (1) huruf
b menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK Berwenang untuk
memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan,
dan/atau penyitaan. Hal tersebut dapat memberitahukan bahwa
kewenangan Dewan Pengawas tidak hanya mengawasi kinerja KPK, tetapi
juga memberikan izin atau tidak memberi izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan. Dengan kewenangan yang dijelaskan
di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki

Dewan Pengawas seperti KPK Inti dari permasalahan tersebut yaitu
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tentang kewenangan Dewan Pengawas KPK yang melebihi dari
kewenangan Dewan Pengawas lembaga lainnya.

Hal ini dapat menciptakan persepsi baik dikalangan akademisi
maupun masyarakat bahwa Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi yang baru disahkan ini dinilai dapat melemahkan kinerja dari
lembaga KPK tersebut dengan cara tidak memberikan izin mengenai
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Maka dari itu penulis tertarik
mengangkat judul tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang
berjudul : “Analisis Figh Siyasah Terhadap Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

. Identifikasi Masalah

Setelah menjabarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di
atas, maka penulis dapat melihat beberapa permasalahan diantaranya;
a. Kewenangan dewan pengawas KPK menurut Undnag-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b. Perbandingan kewenangan dewan pengawas KPK dengan kewenangan
dewan pengawas lainnya yang kedudukannya sejajar dengan lembaga
negara yang menangani tindak pidana korupsi

c. Analisis Figh Siyasah terhadap dewan pengawas KPK
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2. Batasan Masalah
Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah di lakukan
untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas
dengan membatasi masalah yang akan di kaji penulis meberikan batasan
masalah sebagai berikut:

a. Kewenangan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Kewenangan dewan pengawas lembaga negara lainnya yang bertugas
untuk memberantas tindak pidana korupsi

c. Kewenangan dewan pengawas KPK ditinjau dari Figh Siyasah

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dan pembatasan masalah yang akan di kaji,
maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan dewan pengawas KPK menurut Pasal 37
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimana analisis Figh Siyasah tentang Kewenangan dewan Pengawas
KPK menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat
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jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.>

Sejauh yang penulis ketahui, saat ini masih belum ada yang

membahas tentang Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019. Namum dalam kajian pustaka ini penulis sedikit
menjabarkan beberapa penelitian terdahulu seperti;

1. “Analisis Figh Siyasah terhadap kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
Penelitian tersebut di tulis oleh Hendi Restu Putra. Hasil dari
penelitiannya adalah menerangkan dan mengutamakan keutamaan
kewenangan lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Dalam melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia.*

2. “Studi  konseptual mengenai Badan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi”. Penelitian tersebut ditulis oleh Tomi
Marlin Manday. Hasil penelitiannya adalah bahwa badan
pengawas KPK perlu dibentuk guna menjaga dan meningkatkan
kinerja KPK, menghindari potensi pelanggaran HAM,
meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan jika badan pengawas

2Tim Penyusun Fkultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,,2014), h. 8.

3Hendi Restu Putra, Analisis Figh Siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (Skripsi —UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).



17

KPK ini berhasil dibentuk maka diharapkan tidak melemahkan
kinerja dari KPK tersebut, serta tugasnya hanya mengawasi KPK

apakah sudah sesuai dengan SOP dan Undang-Undang yang

berlaku.*

Sementara pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang
analisis  Figh Siyasah tentang Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa
kewenangan Dewan Pengawas KPK telah melebihi dari dewan
pengawas lembaga negara lainnya yang sejajar dengan KPK sehingga
dapat melemahkan kinerja dari lembaga KPK tersebut. Penulis juga
akan membahas Dewan Pengawas KPK dalam perspektif Figh

Siyasah.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Dewan Pengawas menurut
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

%Tomi Marlin Manday, Studi konseptual mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi. (Skripsi — UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
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2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah mengenai Dewan
Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dengan tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini di
harapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penulisan ini mempu memberikan gambaran teoritis mengenai
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu penulisan ini diharapkan
dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu
khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membei masukan tentang
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagai bahan
acuan untuk penelitian dan kajian berikutnya tentang Dewan Pengawas

Komisi Pemberantasan Korupsi.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional bermaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman
yang berkaitan dengan istilah pada judul penelitian yaitu “Analisis Figh

Siyasah terhadap Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
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menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Beberapa istilah operasional yang

perlu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan
manapun.>

2. Dewan Pengawas adalah salah satu organ dalam lembaga negara yang
bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan, maksudnya ialah
melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan seluruh anggota dalam
lembaga negara tersebut

3. Figh secara etimologi yaitu bentuk masdhar dari tashrifan kata fagiha-
vafqahu-fighan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat
sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.
Secara terminologi, figh yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang
bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci*¢

4. Siyasah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti

mengatur dan memelihara. Definisi siyasah secara terminologi yaitu

suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat

%Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

% Tbnu Syarif, Mujar, dan Zada, Khamami, Figih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam,(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31
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serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya
kebaikan bagi mereka.*’

Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajarai hal ihwal dan seluk-
beluk pengaturan urusan umat dan bernegara dengan segala bentuk
hukum, peraturan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan
dengan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan

kemaslahatan umum.>3?

Maksudnya adalah suatu ilmu yang
mempelajari tentang penegakan syari’at hukum lewat pembentukan
suatu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan
untuk kemaslahatan umum

Hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi
pelanggaran terhadap suatu peraturan. Maksudnya adalah suatu metode
pengawasan bila terdapat suatu pelanggaran terjadi dan bertujuan
untuk menegakkan suatu kebenaran dan menghindari suatu keburukan
yang akan terjadi

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah Undang-Undang

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*’

37 Djazuli, Figh Siyasah, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45
38]. Sayuthi Pulungan, Figh Siyasah (Ajaran Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta : Ombak,

2014), h. 28

39 Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagian penetapan.
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Metode Penelitian
Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian
normatif. Penelitian normatif yang di maksud yaitu penelitian yang objek
kajianya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hokum, doktrin serta
yurisprudensi.** Hal yang terpenting dalam penelitian normatif adalah
usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk di terapkan guna
menjawab permasalaha tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia.
Sumber bahan hukum
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Baham hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*!
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder meerupakan publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.*?

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

40 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 119
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 181

42 Ibid.
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Teknik pengumpulan bahan baku hukum yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library reseach ). Yang artinya
metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. Teknik
pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah mencari
dan mengumpulkan bahan-bahan baik peraturan perundang-undangan ,
buku, srtikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum berdasarkan topik
permasalahan yang di rumuskan
Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dari bahann hukum yang telah di kumpulkan , maka selanjutnya
yaitu pengolahan bahan hukum meliputi pengidentifikasian bahan hukum,
pengklasifikasian bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik untuk menganalisis bahan hukum di lakukan dengan
dengan metode deskriptif analsis yaitu upaya atau cara untuk mengolah
bahan hukum menjadi informasi sehingga karakteristik bahan hukum
tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk memberikan solusi atas
sebuah permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian,
atau definisi lain yang berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu
kegiatan yang di lakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian
menjadi informasi yang nantinya bisa di pergunakan dalam mengambil
keputusan kesimpulan

Pada penelitian ini, data yang telah diperoleh dari penelitian ini

disusun dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan
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secara desktiptif agar memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara
jelas dan terarah untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang akan

diteliti

Sistematika Pembahasan

Supaya alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan ini
dibagi kedalam lima bab. Pada beberapa bab terdapat sub bab sesuai
materi bahasan yang akan diteliti

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang akan
dipaparkan, dalam hal ini penulis akan memaparkan teori-teori konsep
Hukum Tata Negara dalam Figh Siyasah. Nantinya teori-teori tersebut
akan dipakai untu analisa dalam menjawab rumusan masalah yang ditinjau
dalam Wilayah Al-Hisbah

Bab ketiga Dberisi mengenai tinjauan terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bab ke-empat berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah
penulis jabarkan di bab I (satu). Bab ini akan berisi dua jawaban, yaitu
yang pertama jawaban mengenai bagaimana Kewenangan Dewan

Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
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Jawaban kedua bagaimana Analisis Figh Siyasah terhadap Dewan
Pengawas KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab ke-lima berisi kesimpulan dan saran akan karya ilmiah ini
serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan di bab bab

sebelumnya



BAB 11

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS MENURUT FIKIH
SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Menurut Fikih Siyasah
1. Konsep Fikih Siyasah

Figh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud
ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud
perkataan dan perbuatan. Sehingga figh menurut Bahasa adalah pengertian
atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan
manusia.**Secara etimologis, kata siyasah merupakan bentuk masdar
dari sasa, yasusu yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan,
memimpin dan memerintah.**

Sivasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kepada kemaslahatan. Siyasah merupakan ilmu pemerintahan
untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik
dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur
kehidupan umum atas dasar keadilan dan istigamah.

Definisi figh siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah
pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin
terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengantidak

melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum

4], Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994),h. 21.
“Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2013),h. 6.
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meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.
Masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang
memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara,
kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum peradilan,
kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar
negeri.

Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa figh siyasah adalah hukum-
hukum yang megatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat
yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang
universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat
kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili
yang Juz’i dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Pengertian Hukum Tata Negara Islam atau Figh Siyasah adalah
ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat
dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar

ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.*

2. Sumber Hukum Fikih Siyasah
Al Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah
S.A.W) merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang

menjadi sumber syari’at islam. Sebagian besar pendapat ulama ilmu figh

4Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 5-6.
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sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum islam adalah Al
Qur’an dan Hadits. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang
erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu : ijma’, ijtihad, istishab,
istislah, istihsun, maslahat mursalah, giyas, rayyu, dan ‘urf.*

Jadi yang merupakan sumber hukum Figh Siyasah adalah sesuatu
hal yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber dari hukum figh siyasah
yaitu Al Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum figh
siyasah serta ijma’, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah,
qiyas, rayyu, dan ‘urf.

Sumber hukum islam pada Al Qur’an sebagaimana tercantum pada

Surah An Nisa’ ayat 105 yang berbunyi

Gl 285 Vg 4 AT G G 1S iy s ag) s 6 )

Artinya : ”Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu
menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-
orang yang khianat.”

Dalam hadits nabi, terdapat dalil-dalil mengenai sumber hukum

diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu :

“"‘ﬁ&u&w@i‘dw}i@u} rﬁ,g

4Ali Zainuddin, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Sudarsono, 2005), h.13
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Artinya : “Aku meninggalkan bagi kalian dua hal, kalian tidak akan
tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah (Al Quran)
dan ajaran Nabi-Nya”. (HR. Ahmad)

Al-Ijma’ merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli figh )
dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur
pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan
para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata,
menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar
saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama’ah 20
raka’at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat
lain. Hal ini dapat disebut ijma’ sukuti.

Dalam figh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau
Ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada
masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir
mempunyai ilat hukum yang sama. Dalam hal qgiyas berlaku kaidah :

“hukum  berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum

bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut”

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan
mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-
Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah

adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan

dan tidak bisa tidak dengan ¢!l (hasil penelitian yang cermat dan

akurat).
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Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari
ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain
berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan
dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah
wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau
diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini
berarti mubazir. Al- Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini
maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai

tujuan wakaf.

3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah peraturan dan
perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan idiil dalam
mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk
mewujudkan kemaslahatan, dan mengaturhubungan antara penguasadan
rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai
tujuan negara. Namun dalam beberapa literatur yang membahas figh
siyasah, objek bahasannya mencakup masalah khilafah, imamah, dan
imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan
pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat,
masalah waliyul ahdi, masalah ahlul halli wal aqdi, masalah
ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non

muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian,
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masalah  sumberkekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang

berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan

bernegara.*’

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara

Islam atau Figh Siyasah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

ruang lingkup kajian figh siyasah. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi

jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan

ini tidaklah menjadi suatu hal yang terlalu prinsipil. Misalnya, Imam al-

Mawardi dalam kitabnya berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah, beliau

membagi ruang lingkup figh siyasah kedalam lima bagian antara lain:

1)
2)
3)
4)

5)

1)
2)
3)

4)

Siyasah Dusturiyah
Siyasah Maliyah
Siyasah Qada’iyah
Siyasah Idariyah

Siyasah Harbiyah

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-
Siyasah  al-Shar’iyah, ruang lingkup figh siyasahadalah sebagai

berikut:

Sivasah Qada’iyah
Siyvasah Idariyah
Sivasah Maliyah

Sivasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah

Ibid, h. 7
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4)

S)

6)

7)

8)

1)
2)

3)

1)
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T. M. Hasbi membagi ruang lingkup Figh Siya>sah menjadi
delapan bidang, yaitu:
Siyasah Dusturiyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan tentang peraturan
perundang-undangan
Siyasah Tasyri’iyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan tentang penetapan
hukum
Siyasah Maliyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
Siyasah Qada’iyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan peradilan
Siyasah Ida’iyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan administrasi negara
Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Shar’iyah yaitu kebijaksanaan
luar negeri dan hubungan internasional
Siyasah Tanfidhiyah Shar’iyah yaitu politik pelaksanaan undang-
undang
Sivasah Harbiyah Shar’iyah yaitu politik peperangan

Sementara itu menurut Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempit
dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja,
yaitu:
Sivasah Qada’iyah
Sivasah Dauliyah
Sivasah Maliyah

Dari beberapa ruang lingkup di atas, maka dapat dikelompokkan
menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

Sivasah Dusturiyah, disebut juga politik perundang-undangan.
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Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau
tasyri’iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau gqada’iyah oleh
lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh
birokrasi atau eksekutif

2) Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di
bagian ini ada politik masalah peperangan atau Siyasah Harbiyah,
yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang,
pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata

3) Sivasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter,
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak

publik, pajak, dan perbankan.*®

4. Wilayah Al-Hisbah

Wilayah al-Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu kata Wilayah dan hisbah,
Secara etimologis berarti “melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh
perhitungan”. Dalam terminologi Islam, hisbah berarti “lembaga peradilan

Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat

“8[mam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2013),h. 14-
16
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vang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan madzalim”

(peradilan yang khusus menangani tindak pidana penguasa).*’

Wilayah al-hisbah menurut al-Mawardi adalah menyuruh kepada
kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan
melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.>
Pranata itu didasarkan atas firman Allah yang tertuang dalam firman Allah

Surah Ali Imran ayat 104, yang

berbunyi :

O A Ayl S 2 D385 Syl Dyabs S ) Op8ls B st 155

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah
dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Al-hisbah adalah memerintahkan kebajikan ketika tampak ditinggalkan
dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan. Al- hisbah adalah
sebuah fungsi dan tugas keagamaan yang termasuk bagian dari kategori a/-
amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar. Tugas ini merupakan suatu
tugas fardlu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa

harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.’!

BEnsiklopedia Islam, edisi baru jilid 5, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 33

S0Fadli Bahri, terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Syariat
Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 398.

SHasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),

h. 96
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Sebagaimana dikutip Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu al-Qayyim mengatakan
bahwa adapun menangani dan memberikan keputusan hukum diantara
manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu adanya laporan dan
pengaduan, itu disebut al-hisbah, sedangkan orang yang ditunjuk untuk
menjalankan tugas itu adalah wali al-hishah (Muhtasib).>®> Tugas dan
fungsi al-hisbah tidak tergantung pada adanya laporan perkara dari salah
satu pihak yang berperkara. Siapapun bisa memberikan laporan kepada al-
muhtasib tentang adanya kemungkaran kapanpun dan dimanapun itu
terjadi. Sebagaimana al-muhtasib juga bisa langsung menjalankan peran
dan fungsinya sendiri untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah
dari kemungkaran yang terjadi tanpa menunggu adanya laporan dari
seseorang.

Sistem al-hisbah seperti ini berarti berhubungan dengan urusan ketertiban
umum, moral dan etika. Terkadang, al-hisbah juga berhubungan dengan
tindakan pidana butuh penyelesaian cepat demi menjaga nilai-nilai
kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan membentuk sebuah
masyarakat yang baik. Karena itu, al-hisbah merupakan sebuah tututan
sosial yang mutlak diperlukan yang menjadi lambang masyarakat dan
nilai-nilainya.

Sistem al-hisbah jauh lebih dulu dalam menangkap dan mengetahui apa
yang pada masa modern sekarang dikenal dengan teori pertahanan sosial

melawan kejahatan. Ini karena al-hisbah memiliki dua sisi, yaitu aktif dan

>?Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani, 2011), 381-382
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pasif, yang bertugas memerangi kejahatan dan menangkap para pelaku
kejahatan tanpa membutuhkan adanya laporan perkara dari seseorang. Al-
h}isbah memainkan peran preventif dan proteksi dari kejahatan sebelum
terjadi, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari
kemungkaran yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas komunitas,

serta menjaga kehormatan dan hal- hal yang tidak boleh dilanggar.>

Wilayah al-hisbah sudah ada sejak masa Nabi, yaitu pada suatu hari
Nabi melewati setumpuk biji gandum, tangan Nabi sampai pada biji
gandum yang masih basah. Maka Nabi berkata, “hai pedagang gandum,
apa ini?” Pedagang gandum berkata, “kehujanan ya Rasulullah.” Lalu
Nabi berkata kembali, “kenapa tidak engkau taruh di atas saja sehingga
para pembeli mengetahuinya?” lalu Nabi berkata, “Barang siapa menipu
maka bukan termasuk golongan kami”. Maka nyata, bahwa penjual
makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan
menyembunyikan  yang  buruk. Kemudian Nabi  mengangkat
beberapaorang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar.>*Sikap dan
tindakan yang dilakukan Nabi dalam mencegah kemungkaran itu, menurut
pendekatan fikih Qada’ dikenal dengan praktik al-hisbah. Sedangkan
Nabi sendiri dalam kaitan itu selaku penegak amar ma’ruf nahi munkar

disebut Muhtasib.>

>1bid

>4Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001),

h. 97

>0Qyo Sunaryo Mukhlas,Perkembangan Peradilan Islam,(Bandung:Ghalia,2011), h. 24
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Nabi dalam menegakkan al-hisbah tidak sendiri, beliau dibantu oleh
para sahabat, misalnya setelah Fath al-Makkah Nabi menugaskan Said bin
Umayyah menjadi pengawas pasar Mekkah.>® Setelah Nabi wafat tradisi
al-hisbah ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Khattab, ia
menugaskan Abdullah bin Utha menjadi pengawas pasar Madinah. Umar
sangat tegas dalam memberlakukan al-hisbah sehingga ia pernah
membakar rumah Rasyid as-Saqafi karena ia tertangkap menjual meniman
keras. Juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memukul
penyewa unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu
terlalu berat. Masa pasca sahabat besar, keberadaan al-hisbah semakin
kuat bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi
berkaitan dengan al-hisbah pertama kali muncul pada masa Umar bin
Khattab, tetapi istilah Wilayah al-hisbah sendiri baru dikenal pada masa

al-Mahdi bin al-Abbas (158-169).%”
5. Kedudukan Sistem Pengawasan di Fikih Siyasah

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang a/-
amr bial-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar. Tugas jni merupakan
tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa

harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.’®

6A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 127
>Ibid, h. 127
8 Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum, h. 96
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Perintah penegakan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar
merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Akan tetapi,
kewajiban tersebut bersifat kifayah. Artinya, jika salah seorang telah
melaksanakanya, maka kewajiban orang lain untuk menunaikanya menjadi
gugur. Meski demikian, jika ternyata tak ada seorangpun yang mampu
menunaikanya, maka perintah tersebut menjadi wajib ’ain bagi pihak yang
mampu melakukanya. Dan, pihak yang paling mampu untuk itu adalah
mereka yang memegang kekuasaan dan kekuatan yaitu pemerintah. Itu
sebabnya, pemerintah merupakan pihak yang paling berkewajiban dan
berkepentingan dalam penegakan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-

munkar.>®

Pada mulanya penegakan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-
munkar dilakukan sendiri oleh nabi Muhammad SAW. Tugas ini beliau
emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai kepala
negara islam. Nabi disebut sebagai muhtasib pertama dalam
sejarah  islam. Selanjutnya ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin
bertambah, beliau menunjuk Sa’id ibn al-’Ash Ibn Umayah sebagai

muhtasib di Makkah dan umar ibn al-Khattab di Madinah.®

Khalifah pertama dari empat khalifah rasyidah memegang sendiri
tugas sebagai muhtasib, meskipun terdapat sejumlah laporan yang

menyebutkan tentang penunjukan seorang pejabat pasar oleh khalifah

S9Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, h. 114
®Tbnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, h. xi
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Umar ibn al-Khattab. Para gubernur profinsi selama masa ini bertindak
sebagai muhtasib atas nama khalifah. Suatu departemen hisbah yang
terpisah, dengan jabatan muhtasib dipegang oleh staf yang berkualitas
(dikenal sebagai ’arif dan amin), diperkenalkan oleh khalifah Abu Ja’far
al-Manshur pada tahun 157 H. Ia menunjuk Abu Zakriyya Yahya ibn
’Abdullah  sebagai muhtasib. Dengan bertambah luasnya wilayah
khalifah, kantor muhtasib juga diperluas dan memegang sejumlah

fungsi yang terus bertambah.®!

6. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas di Fikih Siyasah

Tugas-tugas suatu negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada
dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas
oleh negara yang konstitusinya memuat acuan syari’ah. Tugas ini
dirancang agar syari’ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila
peraturan- peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan salat
jemaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan
(al-qada’), mengawasi pasar (hishah), menangani penyelewengan-
penyelewengan di dalam timbangan, ukuran; kesusilaan dan kesopanan
masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran

dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.

®1bid
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Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara dan
pemerintahan pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini
tercakup tugas-tugas mengangkat Kepala Negara, Presiden, Menteri,
Panglima, Hakim, dan lain sebagainya; tugas mengawasi dan mengatur
lembaga-lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan administrasi
pemerintahan; tugas di bidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-tugas
serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat.®

Tugas lembaga al-hishah adalah memberi bantuan kepada orang-orang
yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-
petugas al-hisbah. Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap
perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta
mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas muhtasib
adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan
yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga

peradilan lebih tinggi dari pada al-hisbah.®

Wilayah al-hisbah merupakan wewenang untuk menjalankan amar
ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang
mungkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-hisbah

adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-

62]bid, h. xi
83Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam,(Jakarta:PT Alma’arif, 1984), h. 99
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persoalan moral dan wewenangnya lebih luasdari dua peradilan yakni
Wilayah al-qada’ dan Wilayah al-mazalim.

Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab lembaga hisbah
meliputi dua hal penting, yaitu menyeru berbuat kebaikan dan (al-amr bi
al-ma’ruf) dan mencegah kejahatan (al-nahy ‘an al-munkar). Beberapa
aspek mencakup (1) hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan; (2)
hal-hal yang berkaitan dengan hak individu; (3) hal-hal yang berkaitan
dengan hak-hak Tuhan dan individu serta hubungan antara keduanya.

Secara garis besar, yang berkaitan dengan hak-hak Tuhan
(peribadatan) seruan Muhtasib mencakup dua sasaran: pertama kepada
jamaah seperti menyeru penyelenggaraan Jum’at jika terdapat 40 orang di
suatu tempat, dan kedua kepada individu seperti menyeru melaksanakan
salat pada waktunya.Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak manusia
ada dua macam: umum dan khusus. Yang bersifat umum mencakup
misalnya, tindakan yang harus dilakukan muhtasib jika sebuah daerah
mengalami kekurangan air minum, kerusakan sarananya atau bila ada ibnu
sabil (pengembara) yang melewati daerahnya. Muhtasib memiliki
kewajiban untuk membantu denganmengambil dana dari bait al-mal. Jika
keuangan negara tidak mencukupi maka dia sebaiknya menganjurkan
kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuannya. Sedangkan
yang bersifat khusus, muhtasib harus menganjurkan orang-orang untuk

memenuhi tuntutan mereka yang berhak, seperti jika ada penundaan
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pembayaran utang.®* Terakhir yang berkaitan dengan hak Tuhan dan
manusia yaitu perwalian nikah untuk janda jika ada permintaan

Wewenang Wilayah al-hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik
dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapat
pahala dan ridha Allah SWT.®> Lembaga al-hisbah juga memiliki tugas
dan wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak
dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-
hisbah, dengan cara hanya mengawasiberlakunya undang-undang dan
adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.®Dalam
perkembangannya tugas Wilayah al-hisbah ini semakin luas, yakni dengan
melakukan tugas pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan
ketentuan agama yang berkenaan dengan moral masyarakat yang

menyimpang.®’

Tugaspejabatal-hisbahadalahamarma rufnahimunkar,baik yang
berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan
keduanya.%® Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat

menjaga ketertiban umum. Menurut Al-Mawardi, tugas Muhtasib adalah:

1) Muhtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan

kepadanya dalam menghadapi orang lain;

8Nur Mufid, Lembaga-Lembaga Politik Islam Dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah Karya Al-
Mawardi, dalam Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2, (Surabaya, Puslit IAIN Sunan Ampel, 1999), h. 65
8Tman Amrusi Jailani,et al. Hukum Tata Negara Islam. (Surabaya: IAIN SAPress. 2013), h. 32
®Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam,(Jakarta:PT Alma’arif, 1984), h. 99
¥’Oyo Sunaryo Mukhlas,Perkembangan Peradilan Islam,(Bandung:Ghalia,2011), h. 75

®8A. Basiq Djalil, Peradilan Islam. (Jakarta: AMZAH. 2012), h. 128
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2) Muhtasib harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang
terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang
ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan;

3) Muhtasib  berhak mengangkat staf untuk melarang
kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang
kemungkaran, agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih
perkasa dan lebih kuat;

4) Muhtasib berhak menjatuhkan ta zir (sanksi disiplin) terhadap
kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh

melebihi hudud.®’

Selain itu, al-Mawardi menyatakan bahwa Muhtasib juga
bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi di
pasar-pasar. Kegiatan produksi harus diawasi menyangkut soal aspek
kuantitas, kejujuran dan kualitasnya. Muhtasib harus mencegah adanya
praktek-praktek yangmerugikan dalam kegiatan pasar. Pengawasan juga
ditujukan untuk mencegah timbulnya pencurian. Menurut al-Mawardi
Mubhtasib bisa memata- matai kegiatan sosial ekonomi di pasar. Juga jika
ada pedagang yang mempekerjakan perempuan, maka Muhtasib harus

mengecek dan menginspeksi perlakuan dan kejujuran pedagang tersebut.’”®

Hampir semua fungsi tradisional yang diemban oleh muhtasib telah

diambil alih oleh bermacam-macam departemen dalam negara zaman

8Fadli Bahri, terj. al-Ahkam as-Sulthanniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Syariat
Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 389-399
"Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 65-66
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sekarang. Namun sayangnya standar miral yang tinggi dan semangat amar
ma’ruf nahi munkar secara signifikan telah lenyap, yang mengakibatkan
tingginya tingkat korupsi, penyelewengan publik dana, ketidak pedulian
terhadap keadilan dan kejujuran dalam kontrak, dan individualisme

egois.”!

Secara teknis, muhtasib dapat menunjuk staf ahli yang mengawasi
hubungan antar berbagai profesi dan perdagangan. Muhtsib menerima
pengaduan namun dapat juga mengambil inisiatifnya sendiri. la memiliki
kewenangan yang besar, namun ia harus menggunajkan secara hati-hati.
Ada beberapa langkah yang dapat diambil muhtasib. Langkah-langkah
ini dapat berupa saran seperlunya, teguranm kecaman, pelurusan dengan
paksa (faghyir bi al-yad), ancaman, penjara dan pengusiran dari kota.
Aturan main bagi muh}tasib menjadi sistim pengawasan dan pengendali

(check and balance).”

Singkatnya, ide yang terkandung dalam fungsi lembaga hisbah dan
tanggung jawab Muhtasib berkaitan dengan cita-cita dijalankannya ibadah
agama sesuai dengan hukum, dan terwujudnya ketentraman dan
ketertibanumum, khususnya dalam kegiatan sosial-ekonomi, tranportasi

dan sosial masyarakat, termasuk berkembangnya nilai-nilai kejujuran di

"ITaimiyah, Tugas Negara, h. xxviii
Ibid, h. xiv
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kalangan pelaku ekonomi. Lebih jauh, dibentuknya hisbah ialah untuk

memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Al-Mawardi memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki
Muhtasib (petugas hisbah) ialah ia harus orang merdeka, adil, mampu
berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat agamnya, dan mempunyai

pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.”*

Dalam konsepsi Islam, syarat-syarat pokok bagi suatu jabatan
publik tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah
kejujuran (amanah); kecakapan atau mempunyai otorisasi dalam
mengelola pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok
pemerintahannya (quwwah); dan keadilan (‘adalah) sebagai manifestasi

kesalehan.””

3Mufid, Lembaga-Lembaga Politik, h. 66
7"Mawardi, al-Ahkam, hal. 399
"*Efrinaldi , Urgensi Pemerintahan



BAB III
KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Dewan Pengawas dan Fungsi Check and Balances
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau
teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum,
ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan oleh mereka yang
memerintah berdasarkan hukum. bagi warga negara, konsep negara hukum
bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia menetapkan
tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. protektif, karena ia menentukan
bahwa pemerintah harus bertindak sesuai hukum.”®
Kewenangan suatu organ negara atau lembaga negara merupakan
kewenangan yang lahir dari undang-undang atau dikenal dengan kewenangan
yang berasal dari distribusi atribusi adalah wewenang yang melekat pada satu
jabatan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun1986 menyebut wewenang yang ada pada badan atau pejabat
tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan
(Philipus M. Hadjon dkk : 130), demikian pula dengan kewenangan yang
dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dimana

kewenangan yang melekat pada suatu badan atau jabatan berasal dari

7®Ni’matul Huda dan Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca
Reformasi. Jakarta: Kencana., hal 27
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pemberian kewenangan oleh Undang-undang. Pada dasarnya semua
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara tersebut diatur
dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Kemudian
berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar
tersebut maka dibentuk kewenangan-kewenangan lainnya melalui
pembentukan Undang-Undang yang diamanatkan oleh konstitusi.

Menurut Jennings, doktrin negara hukum mengandung beberapa
komponen, yaitu (1) bahwa negara secara keseluruhan diatur oleh hukum;
(2) tercantum prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah
kediktatoran atau absolutisme; (3) mencakup prinsip persamaan; dan (4)
mengandung gagasan tentang kemerdekaan.”’Ciri pemisahan kekuasaan
dalam negara hukum dapat dibedakan kedalam beberapa aspek oleh G.
Marshall dalam  bukunya  Constitutional — Theory, diantaranya
differentiation, legal incompability of office holding, isolation or immunity
or independence, check and balances,and coordinate status and lack of
accountability.”®

Aspek check and balances seringkali dijadikan kata-kata yang
menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap
cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan
adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi

penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan

bid
8Ibid
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itu.”’Prinsip check and balances menyatakan bahwa masing-masing
cabang pemerintahan membagi sebagian kekuasaannya pada cabang yang
lain dalam rangka pembatasan tindakan-tindakannya, terkait erat pula
dengan konsep pemisahan kekuasaan. Kekuasaan ini yang terbagi
semacam ini dapat mencegah absolutisme dan korupsi kekuasaan yang
timbul karena kekuasaan tanpa pengawasan dan pembatasan.

Sistem check and balances atau pengawasan dan keseimbangan
dapat diartikan karena setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan
mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Dimana pada cakupan
check and balances adalah tidak ada lembaga pemeritahan yang
supreme.®! Sebagaimana yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo berikut:%?

“Check and balances ini yang mengakibatkan suatu cabang
kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan
cabang kekuasaan lainnya, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi
kerja tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan
secara efektif.”

Check and balances mengacu pada variasi atau aturan prosedur
yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi kekuasaan
lainnya.®*Judicial review adalah bukti pelanggaran batas atas prinsip
pemisahan kekuasaan, demikian juga impeachment presiden oleh

legislative. Tindakan- tindakan saling mengimbangi dan mengawasi yang

sekarang ini dipahami sebagai check and balances. Gagasan ini menjadi

Tbid

80 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UIl
Press, 2007), h.65

81 R.M.A.B.Kusuma, “sistem Pemerintahan dengan Prinsip “check and balances” Jurnal konstitusi,
Vol. 1 Nomor 2 Desember (2004), h.143.

82 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h.153.

8 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.63.
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niscaya karena berlakunya UUD 1945 dalam tiga periode sistem politik
ternyata Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis
sehingga timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.®*

Reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas
UUD 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukan
sistem check and balances antara lembaga legislative, lembaga eksekutif,
dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara presiden dan DPR,
maka dominasi presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR. Dan jika
dalam waktu 30 hari sejak (disahkan) oleh presiden, maka RUU tersebut
sah sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani oleh
presiden [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 hasil perubahan].
Dalam hal hubungan antara yudikatif dan legislatif diberi wewenang untuk
menguji UU terhadap UUD 1945.%°

Hal ini berarti sistem check and balances dalam peyelenggaraan
kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan
yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonic, tirantik dan
sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya over lapping
antar kewenangan yang ada.®® Begitu juga pula dengan pendapat Jimly
Asshiddiqie adanya sistem check and balances mengakibatkan kekuasaan

negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya,

8Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi), cet. Ke-2
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.67.

85 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi), cet. Ke-2
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.67

8A. Fickar Hadjar, Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: KRHN dan Kemiyraan, 2003), h.4
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sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara

yang menduduki jabatan dalam lembaga Negara dapat dicegah dan

ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.?’

2. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara

a. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia

Dalam rangka membangun Negara modern yang bebas korupsi, sejak
tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah
mempunyai undang-undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang
Tahun 1961 yang bernama Prevention of Corruption Act atau Akta
Pencegah Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi Emergency
Essential Power Ordinance Nomor 22 tahun 1970, lalu dibentuk Badan
Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti Corruption Agency Act tahun
1982. Sekarang berlaku Anti Corruption Act tahun tahun 1997 yang
selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga
undang-undang dan ordonansi tersebut. Organisasi Badan Pencegah
Rasuah (BPR) Malaysia berada pada kantor Perdana Menteri langsung
dibawahnya adalah Direktur Jenderal atau Ketua Pengarah BPR Malaysia,
ketua BPR Malaysia dibantu 2 deputy (timbalan) yaitu Ketua Pengarah

Operasi dan Ketua Pengarah Pencegahan yang diangkat oleh Yang

87 Jimlly Asshidduqgie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
sekertariat jendral dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: cet-1 2006) h.31
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Dipertuan Agung (Raja) atas nasehat Perdana Menteri dan bertanggung
jawab kepada Raja Yang dipertuan Agung Malaysia®

Pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan
cara, represif yang keras, tegas, dibarengi sistem preventif dan hubungan
masyarakat yang sangat intensif, didukung dengan political will yang
prima dari Pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang
professional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah
tersedianya anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua
kegiatan operasional dari BPR Malaysia. Peraturan (Anti Curruption Act)
pun lengkap, walaupun hanya dengan satu undang-undang telah mampu
mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan
dijalankan oleh BPR Malaysia dengan konsisten. Permasalahannya, BPR
Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia masih belum
independen (independensinya masih belum tegas), karena BPR Malaysia
masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.
Dengan demikian, pertanggungjawaban BPR Malaysia juga menjadi
pertanyaan atau permasalahan, yaitu begaimana mekanismenya®
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Hong-Kong

Hongkong adalah satu dari sedikit wilayah di Asia yang masuk
kategori bebas korupsi. Sejarah mulanya dibentuk ICAC Hongkong
tidak dapat dilepaskan dari masalah candu atau opium atau istilah yang

sangat popular saat ini narkotika. Permasalahan korupsi yang sangat

8 Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Nagara, Sinar Grafika,

Jakarta, h. 38

8 Ermansyah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Sinar Grafika, Jakarta, h. 447
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meluas di Hongkong, terutama pada tahun 60-an san 70-an tidak
terlepas dari masalah narkotika, karena Hongkong tetap menjadi transit
para pengedar narkotika yang berkolusi dengan pihak kepolisan
Hongkong, yang pada pucak pimpinannya masih dijabat oleh orang-
orang Inggris. Strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki Hongkong
memiliki tiga pendekatan utama yaitu: prevention; investigation, dan
education. Masing-masing pendekatan memiliki tujuan dan sasaran
yang berbeda. Pendekatan pertama yaitu pencegahan dilakukan
melalui legalisasi dan prosedur yang mengatur secara detil mengenai
definisi dan sanksi korupsi. Selanjutnya, pendekatan penyelidikan
merupakan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera
bagi para pelaku korupsi. Kemudian pendekatan pendidikan
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya
sebagai warga negara dan kesadaran akan dampak negatif korupsi bagi
kelangsungan pembangunan.”’

Tugas ICAC diatur dalam pasal 12 Ordinance Chapter 204, yang
meliputi hal-hal sebagai berikut:’!

1) Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik

korupsidian menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak;

2) Penyidikan;

% Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno, Perbandingan Tugas dan Wewenang Indepencent

Commission Akainst Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia)
Dalam Pemberantasan Korupsi, Vol. 4 No. 3, 2015, h. 276

1 Tbid
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3) Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut
pendapat Commissioner, berkaitan atau mendorong praktik korupsi
dan melaporkannya kepada Chief Executive,

4) Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari
pemerintah dan badan hukum, guna mempermudah pengungkapan
praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan prosedur
yang menurut pendapat Commissioner dapat mendorong praktik
korupsi,

5) Menginstruksikan, menasehati, dan mendorong setiap orang atas
permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat
ditiadakan oleh orang bersangkutan;

6) Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan
umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang
sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing
departemen atau badan umum bersangkutan yang dianggap perlu
oleh Commissioner, guna mengurangi kemungkinan terjadinya
praktik korupsi;

7) Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi;

8) Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam memerangi
korupsi.

3. Gambaran Umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda

pemberantasan korupsi yang mana merupakan salah satu agenda
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terpenting dalam penataan pemerintahan di Indonesia.””> Komisi
Pemberantsan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal tersebut
dinyatakan dalaam pasal 3 undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dibentuk pada bulan Desember tahun 2003, berdasarkan
undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga
sebelumnya yang dianggap gagal dalam melawan tirani dan
otoritarianisme in casu.”> Dalam bagian konsideran huruf a dan b undang-
undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dinyatakan bahwa, dibetuknya lembaga tersebut karena
disatu sisi realitas korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan
menimbulkan kerugian yang besar terhadap keuangan dan perekonomian
Negara sehingga menghambat pembangunan nasional dalam mewujudkan
kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain,
upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan di nilai belum

terlaksana secara maksimal, karena aparat penegak hukum yang bertugas

92 Mahmuddin Muslim, Jalan Panjang Menuju KPTPK, (Jakarta:GeRAK Indonesia, 2004),h. 33
% Halid Alkafet al. pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (Jakarta:Center for the study of
religion and culture, 2011),h. 116
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menangani tindak pidana korupsi di pandang belum dapat berfunsi secara
efektif dan efisien.”

Seiring berjalannya waktu, terdapat wacana untuk melakukan
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko
Widodo dilakukan revisi Undang-Undang tentang KPK, menjadi Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu muatannya yaitu
adanya Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawa KPK adalah salah satu
organ lembaga KPK yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan,
membuat kode etik KPK serta memberikan atau tidak memberikan izin
terhadap penyadapan, penyitaan dan penggeledahan.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang komisi
pemberantasan korupsi sudah dibagi mengenai apa saja yang menjadi
tugas dan wewenang KPK, di antaranya tugas dan wewenangnya KPK
berasaskan kepada:®’

a. Kepastian hukum

b. Keterbukaan

c. Akuntabilitas

d. Kepentingan umum

e. Propersionalitas; dan

f. Penghormatan terhadap HAM

% Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara Modern (Yogyakarta:UII Press,2008),h. 377.
% Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2019
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Selanjutnya dapat dikelompokkan beberapa tugas KPK yaitu:*®

a. Tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindaak Pidana
Korupsi (TPK);

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan
peemberantasan TPK;

c. Monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara;

d. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan TPK;

e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPK; dan

f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam melaksanakan tugas dan wewnangnya, KPK terdiri atas:®’

a. Dewan pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang
b. Pimpiman komisi pemberantasan korupsi yang terdiri dari 5
(lima) orang anggota KPK; dan

c. Pegawai KPK.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK

dibentuk Dewan pengawas yang beranggotakan 5 (lima) orang yang

% Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019
97 Pasal 21
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memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali

dalam dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan®®

Dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, KPK tidak lepas

dari kesalahan. Oleh karena itu terdapat gagasan untuk membentuk Dewan

Pengawas pada KPK dikarenakan alasan sebagai berikut:

1) Adanya asas abuse of power (penyalahgunaan wewenang)

Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi
dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak
pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak
pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam
tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau
Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep
de’tornement de puvoir. Dalam Verklarend Woordenboek
openbaar Bestuur dirumuskan bahwa penggunaan wewenang
tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang
menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada
wewenang itu. Hal ini sebagai bentuk pelanggaran asas
spesialitas (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi
penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian
factual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan

kewenangannya utnuk tujuan lain. Implikasi penyalahgunaan

% Pasal 37A
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kewenangan dalam tindak pemerintahan , tidaklah semata
kewenangan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan
bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan
penilaian. KPK dianggap telah menjadi lembaga abus of power,
karena sering menyalahgunakan prosedur yang seharusnya
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2) Adanya asas super body

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di pandang oleh
banyak kalangan hukum sebagai lembaga Super Body, karena
memiliki kewenagan yang lebih besar dari pada kepolisian dan
kerjaksaan.Ada kekuatiran dan kerisauan bahwa apabila ada
suatu lembaga, yang pertanggungjawabannya hanya kepada
Tuhan yang maha kuasa, dan tidak kepada institusi yang lain,
akan dapat kebablasan, sebab bagaimanapun semua pengemban
amanah adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan,
kekeliruan dan dapat tergoda atau tergelicir kepada

penyalahgunaan kekuasaan.

4. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang

berjumlah 5 (lima) orang; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
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terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komsi Pemberantasan Korupsi; dan
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi®®. Selanjutnya Pasal 37A ayat (2)
berbunyi anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, yakni
sebagai berikut :

A) Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas)

Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Lulus
sebagai sarjana hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada
1973. Ia kemudian mengabdikan diri kepada negara dengan berkarir di
Kejaksaan Agung dan kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan
Negeri Pangkalan Bun pada periode 1991-1993.

Berbagai jabatan di Kejaksaan RI telah dilaluinya, antara lain
Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-
1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan
Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997), Asintel Kejati DKI Jakarta
(1997-1998), Wakajati Maluku (1998-1999), Kajati Maluku (1999-
2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001), dan SESJAMPIDSUS
(2001-2003).

Pada tahun 2003, diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu Pimpinan KPK
periode pertama (2003-2007). Tahun 2008, diangkat sebagai Anggota
Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan

Meneg BUMN. Pada Juni 2015 hingga Desember 2019, Tumpak

% UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 21
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menjabat Komisaris Utama PT Pelindo 2 (Pesero) sebelumnya
akhirnya dipilih oleh presiden untuk menduduki posisi pejabat
sementara (PIt) Pimpinan KPK pada tahun 2009-2010

Atas pengabdiannya, [a pernah mendapatkan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya XX Tahun 1997, Satya Lencana Karya Satya

XXX 2003 dan Bintang Mahaputera Utama tahun 2009

B) Artidjo Alkostar (Anggota Dewan Pengawas)

Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini memulai karirnya sejak
mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(UIl) pada 1976. Sejak itu, ia mendedikasikan diri menjadi dosen di
universitas yang sama dan menjadi advokat di Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Yogyakarta sejak 1976-2000 hingga akhirnya ia dipilth menjadi
Direktur LBH Yogyakarta pada 1989.

Pada 1989, Artidjo berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk
mengikuti pelatihan khusus pengacara bidang Hak Asasi Manusia di
Columbia University. [a juga menempuh pendidikan di fakultas Hukum
Nortwestern University Chicago dan lulus di tahun 2002. Ia melanjutkan
studi S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan mendapatkan gelar
Doktor Ilmu Hukum di tahun 2007.Sejak itu juga, Ia bekerja sebagai
pengacara di Human Right Watch divisi Asia pada tahun 1989-1991.

Pulang dari negeri paman Sam, la mendirikan kantor hukum

Artidjo Alkostar and Associates hingga kantor itu harus ditutup pada tahun
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2000 karena dirinya diminta menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung
RI.14 tahun menjadi Hakim Agung, Artidjo juga dipilih menjadi Ketua
Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tahun 2014. Artijo purnatugas dari
Mahkamah Agung pada 22 Mei 2018 dan sudah menangani 19.483

perkara sepanjang karirnya.

C) Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas)

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. la
menjadi sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta pada 1985 dan meraih gelar Magister Hukum di
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 2004.

Usai lulus dari UGM, Albertina menjadi calon hakim di Pengadilan
Negeri Yogyakarta dari tahun 1986 sampai ditempatkan ke Pengadilan
Negeri Slawi, Jawa Tengah pada 1991 hingga 1996. Setelah itu
karirnya berlanjut ke Pengadilan Negeri Temanggung pada 2002-2002
dan melengkapi karirnya di Provinsi Jawa Tengah, Albertina bertugas
menjadi hakim di Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun 2002-2005.

Tahun 2005, Albertina diangkat sebagai Asisten Koordinator di
Mahkamah Agung Bidang Yudisial hingga 2008. Selepas itu, Ia
kembali menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga
tahun 2011 dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat
Bangka Belitung hingga tahun 2012, berlanjut menjadi Ketua

Pengadilan Negeri Sungailiat hingga 2014.
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Pengalaman Albertina di meja hijau semakin panjang ketika dia
menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada
tahun 2014-2015 dan kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Bekasi
pada tahun 2015-2016.Melengkapi karirnya, Albertina diangkat
menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada Juni 2016
hingga 2019, sebelum akhirnya pindah menjadi Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang pada 27 September 2019 hingga 20
Desember 2019. Albertina diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK
oleh Preside Jokowi pada 20 Desember 2019.Atas pengabdiannya,
Albertina Ho telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya
Satya X, Satya Lencara Karya Satya XX dan Satya Lencana Karya

Satya XXX 2018.

Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)

Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Indonesia dan Doktor
[lmu Politik ini lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 9 Oktober
1957. Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas
Nasional di 1984, dan melanjutkan pendidikannya di Magister FISIP
Universitas Indonesia hingga lulus di tahun 2002, serta meraih gelar
Doktor di Universitas yang sama pada tahun 2008.

Sejak 1985, Prof. Haris telah mendedikasikan diri menjadi peneliti
pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama 34 tahun.

Selain menjadi peneliti, la juga seorang dosen Pasca Sarjana Ilmu
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Politik di FISIP Universitas Nasional dan dosen Ilmu Komunikasi di
FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2008-2015, Prof. Haris juga
pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(AIPI).

Pada tahun 1995-1998, la juga pernah menjadi koordinator
penelitian Pemilu di Indonesia dan menjadi ketua Tim Penyusun
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bidang Politik versi
LIPI pada tahun 2007.Sejak 2017, Prof. Haris ditunjuk sebagai Ketua
Forum Nasional Professor Riset (FNPR) serta dipilih menjadi Ketua
Dewan Pakar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) sejak tahun
2018.

Hingga saat ini, Prof. Haris telah menerbitkan 22 buku hasil
karyanya, dan menjadi kontributor untuk 62 buku. Salah satu buku
karyanya, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (LP3ES,
1995) telah memperoleh penghargaan sebagai buku terbaik di bidang
ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama. Selain itu, ia juga pernah
mendapatkan  pengharagaan  Satyalancana Pembangunan dari
Pemerintah Republik Indonesia di tahun 2018 dan penghargaan

Satyalancana Karya Satya 30 Tahun di tahun 2015.

Harjono (Anggota Dewan Pengawas)
Pria kelahiran 31 Maret 1948 ini merupakan lulusan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya pada 1977. Di
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tahun 1981, Harjono meraih beasiswa pada program Master of
Comparative Law (MCL) pada Universitas Southern Metodist, Dallas,
Texas, Amerika Serikat.

Harjono terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebagai utusan Jawa Timur pada tahun 1999. Kariernya
berlanjut hingga ia dilantik menjadi hakim konstitusi selama dua
periode yakni pada 2003-2008 dan 2009-2014.Di akhir periode
pertamanya sebagai hakim konstitusi, Harjono sempat menjabat
sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Juni 2017
dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP).

Penerima Bintang Mahaputera Utama tahun 2006 ini juga tercatat
pernah menjadi dosen pasca sarjana untuk program Strata-2 dan Strata-
3 Ilmu Hukum dibeberapa Universitas seperti Universitas Airlangga,
Universitas Islam Indonesia, Universitas Sam Ratulangi, Universitas
Tujuh Belas Agustus, Universitas Islam Malang, Universitas Islam

Sultan Agung, dan Universitas Udayana.'®

B. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi

1. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

100 www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-dewan-pengawas, diakses 19 Agustus 2020 jam 11.12
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Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi masih belum dijelaskan secara rinci mengenai
kedudukan dari Dewan Pengawas ini, tetapi dalam struktur lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dilithat gambaran mengenai
kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal
21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas!'®!:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah (5) lima orang;

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5

(lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang ini bukan termasuk
lembaga negara yang independen seperti yang dicantumkan dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 yang berbunyi!®?

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun.”

Ketentuan Pasal 37E menyatakan bahwa pengangkatan Dewan
Pengawas dilakukan oleh Presiden dengan membentuk panitia seleksi. Hal

ini merupakan buntut dari masuknya lembaga negara yang bernama

101 pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019
102 p3sal 3 UU No. 19 Tahun 2019
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Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam rumpun eksekutif yang

menyebabkan Presiden dapat masuk kedalam lembaga anti rasuah tersebut.

Isi ketentuan yang cukup jelas mengenai kedudukan dari Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pada pasal 12B, pasal 40 ayat (2)

dan pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi

3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan

4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin
tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin
tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka

waktu yang sama.!*?

Pasal 40 ayat (2) berbunyi “Penghentian penyidikan dan penuntutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan

103 pasal 12B UU No. 19 Tahun 2019
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Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya

surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.”!%*

Pasal 47 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan
dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas

2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak
memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)

jam sejak permintaan izin diajukan.

Ketentuan dari Pasal 12B cukup jelas dimana Pimpinan KPK merupakan
pihak yang meminta izin secara tertulis mengenai penyadapan kepada
pihak yang menerima dan memberikan izin atau tidak memberikan izin
mengenai penyadapan yakni Dewan Pengawas KPK. Ketentuan Pasal 40
ayat (2) surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dikeluarkan
oleh Pimpinan KPK dan harus dilaporkan Kepada Dewan Pengawas KPK.
Ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) yaitu Pimpinan KPK dapat
meneruskan izin dari Dewan Pengawas KPK mengenai penggeledahan dan
penyitaan kepada penyidik'®>. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kedudukan Dewan Pengawas berada diatas kedudukan Pimpinan KPK

104 pasal 40 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019
105 Dalinama Telaumbanua,Restriktif Status Dewan Pengawas KPK, jurnal,Vol.8 No.1, 2020, hal.

259
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dilihat dari pengangkatan Dewan Pengawas oleh Presiden, dan

kewenangannya.

2. Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi
Dewan Pengawas KPK berfungsi melakukan dan menjalankan
pengawasan di dalam lembaga KPK. Secara teori terdapat beberapa
definisi pengawasan, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha
atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui seauh mana pelaksanaan
tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak
dicapai. Adapun maksud dari dilakukannya pengawasan yaitu:'%
1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
3) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
4) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang

direncanakan;

196 Komisi Hukum Nasional Indonesia, Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan
Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu, (Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003), h.47.
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5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah

ditetapkan dalam planning.

Seperti ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan;

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Selanjunya pada Pasal 37B dijelaskan mengenai tugas dan

wewenang dari lembaga Dewan Pengawas, yakni sebagai berikut

1) Dewan Pengawas bertugas

a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;

c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi,

d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan
dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran

ketentuan dalam Undang-Undang ini;
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e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan

Dewan  Perwakilan ~ Rakyat  Republik  Indonesia.'”’

107 pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DEWAN
PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Kewenangan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah
masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-
lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi
perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi
dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang
ekonomi, maupun juga dalam bidang politik,sosial budaya, maupun
keamanan.'%

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
lembaga anti rasuah di Indonesia dibentuk oleh UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan
ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga yang sebelumnya mengusut
korupsi  seperti Kejaksaan dan Kepolisian pasca momentum
reformasi.Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikirian di
dunia hukum bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau
extraordinary crime yang akan merusak perekonomian negara.

Independensi sebagai prinsip fundamental dalam berjalannya KPK, hal ini

1%8Deni Styawati, KPK Pemburu Koruptor, Cet 1,(Yogyakarta:pustaka timur 2008), h.1.
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bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugasnya untuk meningkatkan
daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun.

Dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya, KPK tidak lepas
dari kesalahan. Oleh karena itu terdapat gagasan untuk membentuk Dewan
Pengawas pada KPK dikarenakan alasan sebagai berikut:

1) Adanya asas abuse of power (penyalahgunaan wewenang)

Secara garis besar penyalahgunaan wewenang dibagi menjadi
dua yaitu penyalahgunaan wewenang dalam tindak
pemerintahan dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak
pidana korupsi. Penyalahgunaan wewenang/kewenangan dalam
tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau
Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep
de’tornement de puvoir. Dalam Verklarend Woordenboek
openbaar Bestuur dirumuskan bahwa penggunaan wewenang
tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang
menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada
wewenang itu. Hal ini sebagai bentuk pelanggaran asas
spesialitas (asas tujuan). Dalam pembuktian apakah terjadi
penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan pembuktian
factual bahwa pejabat tersebut telah menggunakan

kewenangannya utnuk tujuan lain. Implikasi penyalahgunaan
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kewenangan dalam tindak pemerintahan , tidaklah semata
kewenangan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan
bebas yang meliputi kebebasan kebijakan dan kebebasan
penilaian. KPK dianggap telah menjadi lembaga abus of power,
karena sering menyalahgunakan prosedur yang seharusnya
digunakan untuk mencapai tujuan tertentu'%
2) Adanya asas Super Body
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di pandang oleh
banyak kalangan hukum sebagai lembaga Super Body, karena
memiliki kewenagan yang lebih besar dari pada kepolisian dan
kerjaksaan.''°Ada kekuatiran dan kerisauan bahwa apabila ada
suatu lembaga, yang pertanggungjawabannya hanya kepada
Tuhan yang maha kuasa, dan tidak kepada institusi yang lain,
akan dapat kebablasan, sebab bagaimanapun semua pengemban
amanah adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan,
kekeliruan dan dapat tergoda atau tergelicir kepada
penyalahgunaan kekuasaan.
Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan
wacana revisi UU KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode

kepengurusan berakhir. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang

199 Ujang Charda S., “Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara
dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik”, Jurnal Wawasan Hukum, vol.27 No.02
September (2012). h.602.

1105 Ismail, “Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan
Undang-Undang No.30 Tahun 2002”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.01 No.02, (2013).
h.5.
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Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat
mengatasi revisi ini. Dewan pengawas bukan merupakan barang baru
dalam pemerintahan di Indonesia. Dewan Pengawas diwacanakan sebagai
salah satu bagian struktral KPK yang akan menjadi instrumen check and
balances. Presiden Jokowi sendiri telah sepakat adanya pembentukan
Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas dibutuhkan untuk
meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan, hal ini ditujukan
untuk proses tatakelola yang baik.!'!!
Kewenangan Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum di
Pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu :
1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;
2) memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi;
4) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan
dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran

ketentuan dalam Undang-Undang ini;

http://th.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/,diakses 28 Agustus 2020
pada 13.46



74

5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun.'!?

Selanjutnya dalam Pasal 37C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan dalam menjalankan tugasnya sebagai
Dewan Pengawas KPK, maka Dewan Pengawas membentuk suatu organ
pelaksana Dewan Pengawas yang ketentuan mengenai hal tersebut diatur

dalam Peraturan Presiden.

Beberapa pejabat negara seperti Prof. Mahfud M.D menyetujui
dibentuknya Dewan Pengawas KPK ini dengan dalil bahwa KPK harus
ada suatu lembaga internal yang bertugas mengawasi KPK, terkadang
komisioner KPK ada yang tidak tahu berlangsungya operasi tangkap

tangan yang diadakan oleh KPK

Hal berbeda diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW). Menurutnya, pembentukan Dewan Pengawas KPK rawan akan
konflik kepentingan. Peran Dewan Pengawas juga berbahaya karena
menentukan izin penyadapan dan penyitaan sehingga menimbulkan

kemungkinan informasi berpotensi bocor kepada anggota DPR RI dan

112 yndang-undang no 19 tahun 2019
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Pemerintah.Poin Dewan Pengawas juga dikhawatirkan masyarkat luas
karena berpotensi mencoreng marwah lembaga Independen. Hal ini dapat

dilihat dari poin tuntutan dalam setiap aksi yang diadakan masyarakat.

Sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat
dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan
dengan membentuk sebuat unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja
dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Salah satu hal yang menjadi
titik fokus ialah, pemilihan Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden.
Sehingga Presiden memiliki hak prerogratif dalam pemilihan Dewan
Pengawas yang belum ditentukan apakah akan ditunjuk secara aklamasi

atau melalui panitia seleksi.

Selain itu, kewenangan untuk memberikan izin atau tidak
memberikan  izin  penyadapan,penggeledahan  dan/atau  penyitaan
dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas
korupsi. Terhitung berdasarkan survey LSI, KPK merupakan lembaga
yang dipercaya publik dengan presentase 84%!'">. Angka ini menaruh

harapan rakyat Indonesia atas pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.

Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR
terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hak

angket tidak dapa dilakukan ketika KPK menjalankan tugas penyelidikan,

113M. Rosseno Aji. 2019 LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi.
https://nasional.tempo.co/read/1241754/1si-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-
polisi/full&view=ok, diakses pada 13 Juli 2020 pukul 13.33 WIB
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penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari
pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

Cara berpikir ini dapat diletakan dalam kemungkinan menolak
pemberian izin oleh Dewan Pengawas kepada KPK saat melakukan
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari
penyelidikan dan penyidikan. Walaupun Dewan Pengawas adalah
mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam
memberikan izin akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas
kasus korupsi. Sehingga independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya
sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam tubuhnya
sendiri.!™*

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan berdasarkan
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya tata
cara melaksanakan penyadapan diatur sedemikian rupa di Pasal 12B yang
menyebutkan :

1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan

Pengawas

U4http://th.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/# _finl, diakses pada 13 Juli
2020 Pukul 13.34
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2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap
permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1
x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
permintaan diajukan.

4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama

Menurut pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara Prof. Refly
Harun, Ketika menghadirkan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang
KPK terbaru ini, kata kata “Dewan Pengawas” sebenarnya miss leading,
karena kewenangan Dewan Pengawas bukan hanya pengawasan tetapi
juga perizinan. Seperti yang tertulis pada UU KPK ini, Dewan Pengawas
memberikan izin untuk tiga kegiatan dan itu penting bagi KPK, yaitu izin
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, maka Dewan Pengawas

fungsinya seperti Dewan Perizinan.

Selanjutnya dalam melakukan suap, pemerasan, gratifkasi
prosesnya sangat cepat, untuk membedakan hal tersebut maka

dilakukanlah suatu penyadapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
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Tahun 2019 ini, penyadapan harus membutuhkan izin dari Dewan
pengawas, padahal penyadapan itu sangat rahasia dan jika penyadapan itu
harus mendapatkan izin tertulis yang jawaban pemberian izinnya juga
tertulis, tanpa ada jawaban KPK tidak berhak untuk melakukan

penyadapan.

Prof. Refly harun juga memberikan contoh. Pimpinan KPK
mengajukan izin penyadapan secara tertulis 1 x 24 jam karena ditengarai
ada transaksi suap dan ketika transaksi benar terjadi maka akan dilakukan
Operasi Tangkap Tangan (OTT), maka dari itu harus dilakukan
penyadapan. Izin baru diberikan besoknya 24 jam tetapi tidak bisa
melakukan OTT karena penyadapannya sudah lewat. Hal-hal seperti itu

membuat birokrasi makin panjang, pimpinan KPK tidak lincah.

Dalam konteks check and balances, Prof. Refly Harun menjelaskan
bahwa Dewan Pengawas dalam kubu KPK ini dikatakan seperti atasan
KPK, karena kerja kerja KPK bisa dianulir secara tidak langsung, yaitu
dengan tidak memberikan izin penyadapan, izin penyitaan, dan izin
penggeledahan. Pimpinan KPK tidak bisa melakukan apa apa jika tidak

mendapatkan izin dari Dewan Pengawas

Berdasarkan pasal 37E UU Nomor 19 Tahun 2019, Dewan
Pengawas diangkat dan ditetapkan dan diberhentikan oleh Presiden dengan
membentuk panitia seleksi. Hal ini membuat Presiden bisa masuk

langsung ke dalam kelembagaan KPK dan tentu saja kaya akan
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kepentingan politik. Memang pada Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019
menyebutkan bahwa KPK sekarang ini berada dibawah rumpun eksekutif,
tentu saja hal ini dapat mencederai independensi lembaga negara yang

bernama KPK.

Dewan Pengawas juga berwenang menyelenggarakan sidang untuk
memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika sebuah lembaga
berwenang menyelenggarakan sidang, maka berhak juga untuk membuat
putusan, dalam putusan tersebut ada sanksi administrasi jika dinyatakan
bersalah dimulai dari yang rendah yaitu teguran tertulis sampai sanksi
paling tinggi yaitu pemecatan. Secara administratif, pemberhentian itu
dilakukan oleh lembaga administrasi yang mengeluarkan putusan. Maka
dari itu, dengan mengeluarkan putusan yang dinyatakan bersalah, putusan
tersebut juga sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai maupun

pimpinan KPK

Kesimpulan dari pendapat para ahli di atas, yaitu sudah jelas
bahwa terdapat pelemahan dari lembaga negara yang bernama KPK,
dilihat dari Undang-Undang terbaru Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan
bahwa KPK bukan lagi sebagai lembaga independen dan masuk kedalam
ranah eksekutif, pegawai KPK yang kini merupakan ASN sampai lahirnya
Dewan Pengawas yang dalam pengangkatannya sendiri dilakukan oleh
Presiden, hal ini jelas akan kepentingan. Belum lagi mengenai tugas dan

kewenangan yang melebihi dari lembaga pengawasan bahkan disebut
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lembaga perizinan KPK, dikarenakan Dewan Pengawas KPK dapat
memberikan/atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan, penyitaan,

dan penggeledahan

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Kewenangan Dewan Pengawas KPK
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan kajian Hukum Islam, adanya lembaga pengawas
merupakan suatu kepentingan, seperti yang tercantum pada Al Qur’an
Surah Ali Imron ayat 104 yang berbunyi'!

R e b3y el 0t A 0y 6 w’f;ﬁf:ﬁ%
SPETEURS Sy

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah
dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Hal ini memperlihatkan makna pentingnya suatu lembaga
pengawasan, pada tata bahasa Al Qur’an “Segolongan umat” yang
menjalankan peran pengawasan yaitu al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an
al-munkar, walaupun pada Al Qur’an tidak menjelaskan secara mendalam
tentang maksud dari lembaga tersebut

Rasulullah S.A.W menyerukan umatnya untuk menegakkan a/-amr

bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar, seperti sabda beliau yang artinya

115 Al Qur'an dan Terjemahannya
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“barang siapa dari kalian melihat kemunkaran maka cegahlan dengan
tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika
tidak mampu maka cegahlah dengan hati, dan itu merupakan lemahnya
iman”.

Menurut Ibnu Taimiyyah bahwa pelantikan pemimpin bertujuan
untuk menegakkan al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar.
Dikarenakan kepentingan umat tidak akan terwujud kecuali dengan al-amr
bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar. Juga kerena kepentingan umat,
maka harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Hal itu bisa terwujud
dengan menyuarakan al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar,
maka dari itu dalam hukum islam seorang khalifah harus membuat
lembaga yang menegakkan al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-
munkar. Tugas lembaga al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-
orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari
petugas-petugas al-hisbah.tugas muhtasib adalah mengawasi berlakunya
undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh
siapapun.

Melihat dalil dan pendapat yang sudah dijabarkan diatas, serta
ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019, pada dasarnya revisi UU KPK yang
didalamnya tercantum tentang Dewan Pengawas tidak bertentangan
dengan Figh Siyasah, karena bertujuan menegakkan al-amr bi al-ma’ruf
wa an-nahy ‘an al-munkar. Hanya saja kewenangannya Dewan Pengawas

terlalu berlebihan.
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Dalam kajian Figh Siyasah badan yang menjalankan fungsi al-amr
bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar disebut Wilayat al-Hisbah yang
memiliki kewenangan sebagai fungsi pengawasan apabila terdapat
kemunkaran-kemunkaranyang dilakukan oleh umat secara meluas, serta
Wilayah al-Hisbah juga bagian dari lembaga peradilan islam

Menurut Al-Mawardi, kewenangan Wilayah al-Hisbah yaitu
“menyuarakan berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak
dilakukan, dan melawan kemunkaran jika ada tanda-tanda bahwa
kemunkaran itu dikerjakan”. Maka dari itu menurut Al-Mawardi, Hisbah
adalah bentuk pengawasan apabila terjadi pelanggaran pada suatu hukum.
Wilayah al-Hisbah bertugas memberi pertolongan pada umat yang hak-
haknya diambil tanpa adanya bantuan dari petugas Hisbah. Selanjutnya
muhtasib berwenang memantau berjalan atau tidak peraturan umum dan
norma-norma kesusilaan.

Dewan Pengawas KPK adalah suatu dewan yang dibentuk dengan
perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang membuat kode
etik, mengawasi, menerima laporam dan mengadakan sidang tentang
adanya dugaan pelanggaran kode etik, memberikan izin penyadapan,
penggeledahan dan penyitaan. Dewan Pengawas juga mengevaluasi
kinerja komisioner dan pegawai KPK, serta membuat laporan pelaksanaan
tugas secara berkala satu kali dalam waktu satu tahun dan dilaporkan

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
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Maka dari itu, menurut penulis jika melihat kedudukan dan fungsi
yang dilakukan oleh Dewan Pengawas sejalan dengan yang dilakukan oleh
Wilayah al-Hisbah kecuali fungsi pemberian izin mengenai penyadapan,
penyitaan dan penggeledahan. Dengan kata lain Dewan Pengawas secara
garis besar menerapkan prinsip-prinsip dari badan pengawasan dalam
Islam.

Dalam posisi  kelembagaan, Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi berada dalam kekuasaan lembaga pemerintahan
negara (eksekutif) berdasarkan perubahan Undang-Undang KPK yang
mirip dengan Wilayah al-Hisbah yaitu sebagai salah satu badan peradilan
yang berada dalam kekuasaan Khalifah.

Dewan Pengawas KPK dan Wilayah al-Hisbah juga memiliki
fungsi yang sama, yaitu menegakkan al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an
al-munkar. Persamaan dalam kewenangan juga tampak pada salah satu
kewenangan Dewan Pengawas KPK yakni menerima dan menindaklanjuti
laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik
oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,
serta membuat laporan yang nantinya disampaikan kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Muhtasibdalam lembaga Wilayah
al-Hisbah berperan menerima laporan dari umat atas pelanggaran terhadap
suatu atuan dan memberikan sanksi. Keduanya juga memiliki persamaan

kewenangan mengawasi adanya dugaan pelanggaran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah disampaikan penulis pada bab-bab di

atas, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan pada rumusan

masalah yang sudah dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

1.

Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan
lembaga pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam
pemilihannya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik
Indonesia dengan membentuk Panitia Seleksi (Pasal 37E).
Kewenangan Dewan Pengasas KPK yakni mengawasi pelaksanaan
tugas dan wewenang KPK; memberikan izin atau tidak mengenai
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; menerima dan
menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik;
menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, serta
membuat laporan pelaksanaan tugas yang akan disampaikan kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 37B)

Dewan Pengawas KPK dalam konsep Fikih siyasah yaitu Wilayah al-
Hisbah. Kedua lembaga pengawasan ini sama sama menegakkan al/-
amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-munkar. Wewenang Lembaga

Pengawasan Fikih Siyasah yaitu mencegah segala bentuk
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kemunkaran, hal ini sama seperti kewenangan Dewan Pengawas KPK
yakni mencegah dengan cara mengawasi kinerja pimpinan dan
anggota KPK. Pengangkatan Muhtasib pada Lembaga Wilayah al-
Hisbah dilakukan oleh pemimpin, sama seperti Dewan Pengawas
KPK juga diangkat oleh Presiden. Perbedaan dari Lembaga Wilayah
al-Hisbah dan Dewan Pengawas KPK yaitu mengenai apa yang
diawasi oleh kedua lembaga tersebut. Wilayah al-Hisbah mengawasi
semua yang ada di dalam suatu negara tersebut, sedangkan Dewan

Pengawas KPK hanya berwenang mengawasi Lembaga KPK.

B. Saran
Dari penelitian yang telah penulis jabarkan beserta analisisnya,
maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu

1. merevisi ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang KPK 1ini, kepada lembaga pembuat peraturan
perundang-undangan agar dapat merevisi ulang mengenai
wewenang Dewan Pengawas yang sangat besar.

2. Membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
KPK dan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 lewat jalur judicial review oleh Mahkamah

Konstitusi.
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